BAB I

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Akuntansi
1. Pengertian Akuntansi

Menurut Wild & Kwok ‘“akuntansi merupakan sebuah sistem informasi
yang dapat menghasilkan sebuah laporan yang berguna untuk orang-orang yang
memiliki kepentingan guna mengambil keputusan dalam bidang ekonomi serta
dapat digunakan untuk melihat kondisi perusahaan”.!

Menurut Darsono dan Ashari “akuntansi merupakan suatu seni pencatatan,
penggolongan, dan peringkasan dengan cara yang informatif dan diukur dalam
bentuk mata uang, atas transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian keuangan
perusahaan, dan interpretasi hasilnya”.

Menurut Halim dan Kusufi “akuntansi merupakan sebagai suatu proses
pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi
(keuangan) dari suatu organisasi / entitas yang dijadikan sebagai informasi
dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang
memerlukan”.

Jadi, dari definisi menurut para ahli diatas maka dapat disimpukan bahwa
pengertian akuntansi adalah sebuah seni pencatatan suatu sistem informasi yang

dapat diukur dalam bentuk mata uang berupa transaksi keuangan suatu

! Sukrisno Agus dan Estralia Trisnawati, Akuntansi Perpajakan (Jakarta : Salemba Empat,
2013), hal.01
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organisasi yang kemudian disusun demikian rupa yang menghasilakn laporan
yang berguna untuk mengambil keputusan dibidang ekonomi.

Terdapat tiga aktivitas dasar akuntansi antara lain untuk merekam,
indentifikasi masalah, dan juga digunakan untuk komunikasi tentang fenomena
ekonomi yang terjadi di perusahaan. Dari definisi akuntansi di atas maka dapat
diketahui bahwa catatan yang ada dalam akuntansi meliputi jurnal (pencatatan).
Buku besar (penggolongan), neraca lajur/neraca saldo (peringkasan) dan laporan
keuangan (pelaporan).

Terdapat dua pengguna laporan keuangan yaitu internal dan eksternal.
Contoh dari pengguna internal yaitu pihak-pihak yang berada dalam perusahaan
yang memiliki kepentingan dalam melakukan perencanaan, mengkoordinasi,
melaksanakan tugas perusahaan yaitu karyawan, manager, direktur, dan audit
internal. Sedangkan contoh dari pengguna eksternal yaitu pihak yang berada di
luar perusahaan tetapi memerlukan informasi mengenai kondisi keuangan
perusahaan yaitu kreditur, pemegang saham, pemerintah, dan akuntan publik.

. Persamaan Dasar Akuntansi

Harta = Hutang + Modal

Persamaan dasar akuntansi memiliki arti bahwa asset/harta perusahaan bisa
diperoleh dari utang dan modal sendiri.

Persamaan akuntansi akan selalu “Seimbang”, yang berarti sisi kiri harus
selalu sama sisi kanan yang artinya setiap terjadi transaksi harus dicatat
seimbang dua aspek yaitu sisi Kiri (aktiva) dan (pasiva). Unsur-unsur dari

persamaan dasar akuntansi:
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a) Aktiva/Aset, merupakan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai perusahaan
akiat suatu transaksi yang diharapkan akan memberi manfaat ekonomi dimasa
depan.

b) Liabilitas/Kewajiban, merupakan tanggungan perusahaan akibat peristiwa
transaksi masa lalu yang harus diselesaikan denagn pengorbana sumber daya
perusahaan.

c) Ekuitas/Modal, merupakan bagian hak milik dalam perusahaan, yaitu selisih
antara aktiva dan kewajiban.

d) Pendapatan, merupakan jumlah uang yang diperoleh atau diterima oleh
perusahaan yang disebabkan oleh suatu aktivitas pada umumnya akibat
kegiatan penjualan baik produk maupun jasa.

e) Beban, merupakan arus keluar atau penggunaan atas aktiva dan peningkatan
kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan atau pembuatan barang dan
jasa atau aktivitas lain yang menjadi kegiatan utama perusahaan.

f) Prive, merupakan pengambilan asset (kas) perusahaan oleh pemilik untuk
kepentingan pribadi.

. Siklus Akuntansi

a) Transaksi, yaitu aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi kekayaan
atau asset perusahaan.?

b) Jurnal, yaitu proses pencatatan akuntansi yang bersumber dari bukti-bukti

transaksi dengan mencatat akun apa yang dicatat dan berapa jumlah uang

2 Kardinal, Pengantar Akuntansi Bahan Ajar (STIE Palembang, 2016), him.18
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yang dicatat dengan mendebit atau mengkreditkan sesuai dengan saldo
normalnya.

¢) Buku besar, yaitu buku yang berisi atas kumpulan akun. Setelah melakukan
proses pencatatatan (jurnal), proses selanjutanya adalah pemindah bukuan
(posting) jurnal ke buku besar berdasarkan masing-masing akun. Akun-akun
tersebut dikelompokan, misalnya buku besar kas hanya berisi kumpulan kas
dari awal hingga akhir periode dan seterusnya.

d) Neraca saldo, yaitu daftar saldo yang terdapat pada saldo akhir dari buku
besar.

e) Jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi
setelah penyusunan neraca saldo untuk menggambarkan keadaan yang
sebenarnya.

f) Kertas kerja, yaitu suatu daftar pencatatan neraca saldo, penyesuaian, laporan
laba-rugi dan neraca sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan.

g) Laporan keuangan, merupakan sebuah informasi keuangan pada suatu
periode akuntansi yang dapat menggambarkan kinerja perusahaan.

h) Jurnal penutup, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk
menutup akun pada laporan laba rugi dan prive.

1) Jurnal pembalik, jurnal pembalik diggunakan untuk membalik jurnal
penyesuaian. Penggunaan jurnal pembalik tidak mempengaruhi jumlah yang
dicatat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu jurnal pembalik bukanlah

suatu keharusan dalam sistem akuntansi.
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4. Bidang-bidang Spesialisasi Akuntansi

a) Akuntansi Keuangan, yaitu menyangkut masalah pencatatan transaksi dalam
suatu perusahaan tertentu atau pada organisasi nirlaba, mungkin sebagai
akuntan kepala, kontroler, atau wakil direktur keuangan.

b) Auditing, yaitu bidang kegiatan yang menyangkut suatu pemeriksaan atas
catatan-catatan akuntansi secara independent.

c) Akuntansi Biaya, yaitu menekankan masalah penetapan dan pengendalian
biaya yang lingkupnya mengenai biaya selam proses produksi dan harga
pokok dari barang yang sudah selesai diproduksi.

d) Akuntansi Manajerial, yaitu membantu manajemen dalam operasi sehari-hari
dan perencanaan operasi mendatang berdasarkan data historis maupun data
estamasi.

e) Akuntansi pajak, yaitu mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak dan
mempertimbangkan konsekuensi perpajakan.

f) Sistem akuntansi, yaitu bidang khusus yang menangani perencanaan dan
penerapan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan daa
keuangan.

g) Akuntansi Anggaran, yaitu menyajikan rencana operasi keuangan untuk suatu
periode tertentu, dan menyampaikan data perbandingan dari operasi aktual
denagn rencana yang telah ditetapkan.

h) Akuntansi Internasional, yaitu menyangkut masalah-masalah khusus yang
berkaitan dengan organisasi perdagangan internasional perusahaan-

perusahaan multinasional.
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i) Akuntansi Lembaga Nirlaba, yaitu mengkhusukan diri pada masalah
pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah serta Lembaga
nirlaba lainnya.

j) Akuntansi Sosial, yaitu tugasnya antara lain pengukuran pola lalu lintas dari
suatu daerah padat penduduknya, menyangkut masalah penggunaan dan
kesejahteraan sosial dalam sebauah kota besar, penggunaan taman-taman
umum, penyediaan air bersih dan polusi udara serta lainnya.

k) Pendidikan akuntansi, yaitu terdiri dari pengajar, para profesor akuntansi
yang sering ditugaskan dalam bidang riset, audit, mengenai akuntansi
perpajakan, atau bidang akuntansi lainnya.®

5. Jenis-Jenis Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan
pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan

Kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalag bagian dari proses pelaporan

keuangan. Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan

keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari neraca, laporan laba
rugi serta laporan keuangan lainnya.

Menganalisis suatu laporan keuangan, penganalisa harus mempunyai
pengertian yang mendalam tenatng laporan keuangan itu sendiri dan bentuk-
bentuk maupun prinsip-prinsip yang terkandung dalam laporan keuangan adalah

sebagai berikut :*

% PengantarAkuntansi ( Jakarta : Universitas Binu Nusantara), hlm.05

4 Riswan dan Yolanda Fatrecia Kusuma, “Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar dalam
Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria Wahana Montor”, Jurnal Akuntansi keuangan Vol 5
No 1, 2014, hal..95-96
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a) Neraca
Menurut Harahap, “neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi
keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban dan
ekuitas pada saat tertentu”. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang
menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset
kewajiban-kewajiban atau utang, dan hak para pemilik perusahaan yang
tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. .
b) Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi merupakan laporan prestasi perusahaan selama jangka
waktu tertentu. Tujuan utama dari laporan laba rugi adalah melaporkan
kemampuan perusahaan yang sebenarnya untuk memperoleh laba. Menurut
Munawir, laporan laba-rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang
penghasilan, beban, laba-rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama
periode tertentu.
c) Laporan arus Kas
Laporan arus kas atau laporan perubahan posisi keuangan menyajikan
informasi aliran kas masuk atau kelauar bersih pada suatu periode, hasil dari tiga
kegiatan pokok perusahaan adalah operasi, investasi, dan pendanaan. Aliran kas
diperlukan terutama untuk mengetahui kemampuan perusahaan yang sebenarnya

dalam mengetahui kewajiban-kewajibannya.
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d) Laporan Perubahan Modal
Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis
modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan
perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal diperusahaan.
e) Catatan atas laporan Keuangan
Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat
berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan
informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang
ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar
pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data keuangan.®
Akuntansi Syariah
1. Pengertian akuntansi Syariah
Akuntansi Syariah merupakan sebuah ilmu pencatatan transaksi keuangan
yang penerapannya mengikuti perintah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan arah
dari praktiknya akan sesuai dengan Syariah. Pada pencatatan akuntansi Syariah
bekaitan dengan semangat islam, sesuai dengan surah Al-Bagarah ayat 282, yang
memiliki persepsi tentang kebenaran, keadilan serta tanggungjawab, dengan
begitu akan terjauh dari efek negatif transaksi keuangan.®
2. Prinsip Umum Akuntansi Syariah
Nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam

sistem akuntansi Syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip

5 Ibid.,hal.96-98
6 Heni Werdi Apriyanti, “Akuntansi Syariah : Sebuah Tinjauan Antara Teori dan Praktik”,
Jurnal Akuntansi Indonesia Vol 02 No 06, 2017, hal.135
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dasar yang universal dalam operasional akuntansi Syariah’. Berikut uraian ketiga
prinsip yang terdapat dalam surat Al-Bagarah : 282
a) Prinsip Pertanggungjawaban
Prinsip  pertanggungjawaban atau akuntabilitas (accountability)
merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim.
Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum
muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang
Khalig mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai
khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk
menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah
menjalnkan atau menunaikan amanah.
b) Prinsip Keadilan
Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Bagarah mengandung
prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja
merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis,
tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah
manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas
dan energi untuk berbuat adil dalam setiap spek kehidupannya.
Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi
mengandung dua pengertian, yaitu pertama, berkaitan dengan praktik moral,
yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa

kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan

" Muhammad, Pengantar akuntansi Syariah, (Jakarta : Salemba Empat, 2005), hal.11-12
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sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (
dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/Syariah dan moral). Pengertian kedua
inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-
upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun
akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip
keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu
dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas
ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai
kebenaran, kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui,
mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Kebenaran di dalam Al-Qur’an tidak diperbolehkan untuk dicampur
adukkan dengan kebathilan. Namun, barangkali ada pertanyaan dalam diri
Kita, siapakah yang berhak menentukan kebenarkan ? Alat operasional apa
yang dapat dijadikan ukuran tujuan praktis kebenaran ? Untuk hal ini
tampaknya kita masih terkendala, namun sebagai muslim, selayaknyalah kita
tidak risau atas hal tersebut. Sebab Al-Qur’an telah menggariskan bahwa
ukuran, alat instrument untuk menetapkan kebenaran, tidaklah didasarkan

pada nafsu. &

8 Ibid., hal.12
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3. Nilai-Nilai dalam Akuntansi Syariah
Konsep adanya sistem Syariah dapat dijadikan sebagai nilai dasar dalam
pembangunan kerangka konseptual sistem akuntansi Syariah. Rancangannya
yaitu sebagai berikut® :

a) Menunjukka perlunya sistem akuntansi alternative bagi orang islam dengan
menguji secara kritis sistem akuntansi konvensional yang dikembangkan
berdasarkan pada nilai barat,

b) Memberikan suatu pemahaman konsep dasar akuntansi Syariah yang
didasarkan pada syariat islam, dan

c) Mengusulkan kerangka konseptual akuntansi Syariah dan implikasinya
terhadap peran akuntan muslim.

4. Jenis-jenis Transaksi Akuntansi Syariah
Jenis-jenis transaksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi di

lembaga keuangan syariah di antaranya®® :

a) Transaksi dengan pemilik : meliputi transaksi penyetoran modal dari pemilik,
transaksi pengembalina modal ke pemilik, dan transaksi pembayaran deviden
atau bonus ke pemilik/ pemegamg saham.

b) Transaksi dengan nasabah pembiayaan, meliputi transaksi realisasi
pembiayaan ke nasabah, angsuran pok pembiayaan dari nasabah, angsuran

margin/ bagi hasil dari nasabah.

% Firdaus Furywardhana, Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, hal.20
10 1bid.,hal.29
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c) Transaksi dengan rekanan, meliputi transaksi pembelian alat
tulis/peralatan/perabotan, dan pembiayaam premi asuransi ke rekanan
perusahaan asuransi.

d) Transaksi dengan karyawan, meliputi transaksi pembayaran gaji dan
pembayaran bonus ke karyawan.

e) Transaksi dengan pemerintah : meliputi transaksi pembayaran pajak
penghasilan lembga keuanan syariah dan pembayaran pajak penghasilan
nasabah/ investor.

f) Transaksi dengan bank indonesai, meliputi transaksi setoran simpanan ke
bank indonesai dan penarikan simpanan bank Indonesia.

g) Transaksi dengan bank syariah/lks lainnya, meliputi transaksi setoran
penempatan dana, penarikan penempatan dana dan penerimaan/ pembayaran

bagi hasil.

C. Akuntansi Pemerintah
1. Pengertian Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Pemerintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini
sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik
atas dana-dana masyarakat yang dikelola Pemerintah memunculkan kebutuhan
atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan Kinerja
Pemerintahan. Sebagai salah satu bidang dalam ilmu akuntansi, definisi
akuntansi pemerintahan tidak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi

itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia. Sedangkan pengertian
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Pemerintahan, meskipun tampaknya konotasi Lembaga politik lebih menonjol,
aspek ekonominya tidak dapat dikesampingkan.

Akuntansi Pemerintah mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan
transaksi-transaksi yang terjadi di dalam Pemerintahan. Akuntan pemerintah
menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi
keuangan Negara. Di samping itu, bidang ini meliputi pengendalian atas
pengeluaran melalui anggaran Negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU
yang berlaku.

Berdasarkan tujuan pemakaiannya, bidang-bidang akuntansi tersebut dapat
dikelompokkan  menjadi  tiga bagian  utama, yaitu  akuntansi
komersial/perusahaan, akuntansi sektor publik, dan akuntansi sosial. Dalam
akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi
keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanam modal, kreditur, dan
pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Akuntansi
sektor publik memberikan informasi keuangan dari entitas-entitas yang tidak
mencari laba. Sedangkan dalam akuntansi sosia, informasi yang dihasilkan
adalah informasi yang bersifat makro ekonomi, seperti neraca pembayaran
negara, rekening pembayaran negara, rekening arus dana, rekening pendapatan
dan produksi nasional, yang khusus diterapkan pada Lembaga makro yang

melayani perekonomian Nasional.!

11 Deddi Nordiawan dkk, Akuntansi Pemerintahan (Jakarta : Salemba Empat, 2007), hal.1-4
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2. Ciri Khas dan Tujuan Akuntansi Pemerintah
Dengan beragam karakteristik organisasi pemerintahan seperti telah
dijelaskan sebelumnya, akuntansi pemerintah berkembang dengan ciri-ciri khas
sebagai berikut :*2
a) Investasi pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan
Pada umumnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat memerlukan investasi yang besar pada aset yang tidak
menghasilkan pendapatan, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik
lainnya.
b) Tidak ada pengungkapan laba
Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat,
bukan pencapaian laba. Dalam sektor pemerintahan, tidak terdapat hubungan
langsung antara pembayaran pajak oleh masyarakat dengan jasa yang
diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak akan terdapat laporan laba
rugi yang mengungkapkan pencapaian sebuah laba.
c¢) Tidak ada pengungkapan kepemilikan
Pemerintah tidak mempunyai kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan,
dan pemerintah tidak dimiliki oleh individu atau golongan. Dengan demikian,
tidak akan terdapat pernyataan tau pengungkapan yang menunjukkan
kepemilikan suatu pihak seperti halnya ditunjukkan oleh bagian modal

sebuah neraca perusahaan.

12 Ibid, hal.7-8
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d) Penggunaan akuntansi dana
Dengan segala karakteristik yang melekat pada organisasinya, akuntansi
lebih memandang pemerintah sebagai kesatuan dana dengan tujuan dan misi
tertentu, tidak sebagai sebuah entitas organisasi yang mempunyai
kepemilikan. Hal ini memberikan implikasi pada penggunaan persamaan
akuntansi yang tidak lagi menggunakan modal pemilik melainkan saldo dana.
Akuntansi Pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu :
a) Pertanggungjawaban
Fungsi dari pertanggungjawaban tersebut mengandung implikasi bahwa
akuntansi pemerintahan seharusnya menyediakan informasi tentang berbagai
tindakan pemerintah selama periode bersangkutan. Jadi, dapat dikatakan
bahwa fungsi pertanggungjawaban mengandung arti yang lebih luas dari
sekedar ketaatan kepada peraturan. Pertanggungjawaban juga mengharuskan
untuk bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya yang ada.
b) Manajerial
Tujuan manajerial ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintahan
tingkat atas dan menengah dapat mengandalkan informasi keuangan atas
pelaksanaan sebelumnya untuk membuat keputusan atau menyusun
perencanaan masa yang akan datang.
¢) Pengawasan
Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya
pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Hal ini seperti juga disebut dalam buku A Manual for Government Accounting
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dari PBB yang menyatakan bahwa “Accounting system must be maintained
in a way that will facilitate audit by external review authorities, and readily
furnish the information needed for executive audit.”

3. Standar Akuntansi Pemerintah

Undang-undang Keuangan Negara telah mengantisipasi perubahan standar
akuntansi di lingkungan pemerintahan yang mengacu kepada perkembangan
standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional.*®

Pada pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bentuk
dan isi laporan pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai
dengan standar Akuntansi pemerintahan selanjutnya pada Pasal 57 Undang-
undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan menyatakan dalam rangka
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah dibentuk
komite standar akuntansi pemerintah.

Komite standar akuntansi pemerintah bertugas menyusun standar akuntansi
pemerintah yang berlaku baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum. Standar
akuntansi pemerintahan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahan. Agar komite
tersebut terjamin independensinya, komte dibentuk dengan Keputusan Presiden
dan harus bekerja berdasarkan due process. Usul standar yang disusun oleh
komite perlu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Bahan
pertimbangan dari Badan Pemeriksa keuangan digunakan sebagai dasar untuk

penyempurnaan. Hasil penyempurnaan tersebut diberitahukan kepada badan

13 Nurlan Darise, Akuntansi Keuangan Daerah Sektor Publik (Jakarta : PT Indeks, 2008), hal.4
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pemeriksa keuangan, dan selanjutnya usul standar yang telah disempurnakan
diajukan oleh Menteri Keuangan utuk ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Presiden menetapkan Keputusan
Presiden Rl Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP) dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden RI
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84
Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan
(Komite Konsultif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite
Kerja) Komite Konsultif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam
rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintahan tentang standar
akuntansi pemerintahan. Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan,
dan menyusun konsep rancangan peraturan pemerintah tentang standar
akuntansi pemerintahan. KSAP menyampaikan konsep peraturan pemerintah
tentang standar standar akuntansi pemerintah kepada Menteri Keuangan untuk
proses penetapan menjadi peraturan pemerintah.

Hasil kerja dari komite standar akuntansi pemerintahan telah ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
pemerintah (SAP). SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian
SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.
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Tingkat keandalan laporan keuangan berhubungan erat dengan keandalan
sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sistem
akuntansi  perlu dikembangkan dengan mengacu pada SAP serta
mempertimbangkan kondisi pendukung yang diperlukan, terutama personil,
dukungan teknologi informasi, prosedur dan tata kerja, bagan perkiraan standar,
dan Lembaga atau organisasi pendukung. Karenanya sistem akuntansi harus
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitas kegiatan
bidang keuangan maupun bidang teknis.

Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah diatur
dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengacu pada Peraturan Daerah
tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Berpedoman pada Peraturan
Pemerintah mengenai SAP.

. Laporan Keuangan akuntansi Pemerintah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Selaian laporan
keuangan pokokentitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah daerah
diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan
Ekuitas. Adapun pengertian dari masing-masing Laporan Keuangan pokok,

yaitu ;14

4 1bid.,hal.49-51
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a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu
periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi anggaran
yaitu pendapatan (basis kas), Belanja (basis kas), Transfer (penerimaan dan
pengeluaran, pembiayaan dan penerimaan pembiayaan.

b) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca
mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

1) Kas dan setara kas,

2) Investasi jangka pendek,

3) Piutang pajak dan bukan pajak,
4) Persediaan,

5) Investasi jangka Panjang,

6) Aset tetap,

7) Kewajiban jangka pendek,

8) Kewajiban angka Panjang,

9) Ekuitas dana.

c) Laporan Arus Kas
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Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas
operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non
anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan
saldo akhir kas Pemerintah daerha dalam periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan
pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagi berikut :

1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum
Daerah.
2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara
Umum Daerah.
d) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian
dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan
Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi
tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan
informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan
untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,
pencapaian target APBN,

2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan,
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3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya,

4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi
Pemerintah yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan
keuangan,

5) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja
dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, dan

6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan
keuangan.

e) Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan
belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud,
perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja
berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit.
Laporan lainnya yang diperkenankan adalah laporan perubahan ekuitas,
yakni laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
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D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
1. Pengertian

APBN merupakan istilah formal yang digunakan di Indonesia, berupa
anggaran belanja barang atau jasa yang digunakan oleh Pemerintah Pusat. Dana
dari anggaran APBN haruslah dikelola oleh BUN dalam satu rekening di Bank
Indonesia, seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan haruslah berasal
dari rekening tersebut.

Adapun Undang-undang yang mengatur APBN, menjelaskan bahwa semua
bentuk penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Pemerintahan, haruslah ada
bukti pertanggungjawaban realisasi anggaran dan jika dalam penggunaan
anggaran tersebut tidak menggunakan rekening khusus maka haruslah
melakukan konsolidasi dengan rekening milik BUN.*®

APBN sendiri memiliki struktur yang sangat berguna untuk menjalankan
setiap progam kerja yang sudah ditetapkan. Stuktur APBN meliputi berbagai
sektor, seperti pendapatan Negara, keseimbangan primer APBN, surplus atau
defisit APBN, serta pembiayaan APBN.

Struktur APBN yang sudah jelas dan terperinci tersebut sangat membantu
bagi pelaksanaan APBN agar mampu mengalokasikan dana dengan baik. Semua
pihak dapat mengetahui dari masa asal APBN tersebut dan menjadi mampu

dalam menggunakan dana tersebut dengan baik.

15 Direktorat jenderal Perbendaharaan, Panduan Teknis Pemerintah Pusat (Jakarta : Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, 2012), hal.45
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2. Ruang Lingkup
APBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ditampung
dalam satu rekening yang disebut rekening Bendaharawan Umum Negara
(rekening BUN) di bank sentral, yaitu Bank ndonesia (Bl). Pada dasarnya, semua
penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus dimaksukkan dalam rekening
tersebut. Sebagai pengecualian, pemerintah membuka beberapa rekening khusus
di Bl atau bank pemerintah karena alasan-alasan berikut:®
a) untuk mengelola pinjaman luar negeri untuk proyek tertentu sebagaimana
diisyaratkan oleh pemberi pinjaman.
b) Untuk mengadministrasikan dan mengelola dana-dana tertentu (seperti dana
cadangan dan dana pinjaman deposito).
¢) Untuk mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran lainnya yang
dianggap perlu untuk dipisahkan dari rekening BUN, di mana suatu
penerimaan harus digunakan untuk tujuan tertentu.
3. Pelaksanaan APBN
a) Dokumen Pelaksanaan Anggaran
b) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran.
c) Penerbitan Surat Perintah Membayar.

d) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Oleh KPPN.

16 Deddi Nordiawan dkk, Akuntansi Pemerintah (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hal.34-35
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E. Sistem dan Prosedur

Menurut Mulyadi sistem merupakan sebuah jaringan atau prosedur yang
memiliki alur yang teratur yang berguna dalam mengerjakan tugas pokok dalam
perusahaan'’.

Sedangkan menurut Jogiyanto'®, sistem merupakan sebuah jaringan yang
saling berhubungan dengan prosedur kerja perusahaan yang jika disatukan dapat
menyelesaikan sebuah objek yang diinginkan dengan baik.

Arti dari Prosedur menurut Mulyadi merupakan sebuah runtutaan aktivitas
yang dilakukan secara teratur yang melibatkan tidak hanya satu pihak dalam sebuah
devisi, yang digunakan untuk mengerjakan sebuah transaksi pada perusahaan yang
dilakukan secara berulang-ulang.*®

Sedangkan menurut Irra Crisyanti, prosedur merupakan sebuah metode yang
harus diterapkan oleh pelaku organisasi dan dilakukan secara konsisten sampai
mendapatkan tujuan akhir yang diinginkan.

F. Uang Persediaan

UP atau uang persedian merupakan anggaran yang diberikan oleh kuasa BUN
kepada bendahara pengeluaran sejumlah tertentu yang digunakan untuk membiayai
kegiatan operasional sehari-hari tetapi tidak dapat digunakan untuk belanja modal

maupun honorium serta dapat dimintakan penggantian (revolving).?

17 Mulyadi, Sistem Akuntansi, (Jakarta : Salemba 4, 2013), hal.5

18 Jogiyanto, Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer, (Yogyakarta : BPFE, 2009), hal.01

19 1bid,hal.05

20 Magfirah S. Rahayu dkk, “Penerapan Sistem dan Prosedur Uang Persediaan Pada Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Selatan”, Jurnal Riset Akuntansi
Going Concern Volume 2 No 12, 2017, hal.199
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Adapun peraturan yang mengatur tentang sistem dan prosedur uang persediaan

yaitu selalu berubah-ubah dari PMK 190 tahun 2012 menjadi PMK 178 tahun 2018,

perubahan-perubahanya antara lain :

Peraturan Awal (PMK Nomor 190

Perubahan (PMK Nomor 178

2012) Tahun 2018)

UP ( Uang Persediaan ) dalam bentuk | UP (Uang Persediaan) dalam bentuk
tunai. tunai dan kartu kredit.

Disimpan pada rekening Bendahara /| Disimpan pada rekening Bendahara /
Brankas Brankas

UP digunakan untuk operasioanal dan
kegiatan-kegiatan yang tidak bisa
dibayarkan dengan LS.

UP dalam bentuk kartu kredit berupa
limit belanja kartu kredit yang
dipegang oleh pemegang KKP
(Kartu Kredit Pemerintah

Besaran UP merupakan total UP
tunai dan UP KKP.

UP KKP digunakan untuk kegiatan
operasional dan kegiatan yang
tidak dapat dibayarkan dengan LS
yang sumber dananya RM.

Sumber : PMK Nomor 190 tahun 2012 dan PMK Nomor 178 tahun 2018

Pengelolaan, Pembiayaan dan pembuatan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)

UP hanya dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pembantu

Pengeluaran dan batas maksimal untuk pembiayaan barang maupun jasa

menggunakan UP yaitu sebesar Rp.50.000.000.,- dan juga pada setiap akhir hari

kerja pada rekening bendahara pengeluaran nominal UP harus ada atau masih

tersisa paling banyak sebesar Rp.50.000.000.%

Terdapat dua jenis Uang Persediaan yaitu berbentuk tunai dan berbentuk kartu

kredit pemerintahan. Untuk yang berbentuk tunai lansung diberikan kepada

bendahara pengeluran yang dananya berasal dari Rupiah Murni. Untuk yang

berbentuk kartu kredit pemerintah merupakan UP yang memiliki batas limit

21 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pembayara dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, (Jakarta : Menteri Keuangan, 2018),

No.178/PMK.05
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penggunaan karena berbentuk kartu kredit, tetapi walupun berbeda bentuk untuk
fungsinya tetap sama yaitu untuk membiasa operasional sehari-hari kecuali untuk
pembiaayaan LS.

. Ganti Uang Persediaan

1. Pengertian Ganti Uang persediaan (GU)

Ganti Uang (revolving) merupakan pengajuan dokumen yang dilakukan oleh
Bendahara Pengeluran guna untuk meminta ganti dari uang persediaan.

Dalam pengajuan ganti uang terdapat beberapa dokumen yang harus dibawa
oleh bendahara pengeluaran salah satunya adalah SPP-GU yang berguna untuk
memperoleh persetujuan dari BUN.?

Adapun dokumen-dokumen yang harus ada dalam SPP-GU antara lain
yaitu:

a) Surat Pengantar,

b) Ringkasan dan Rincian SSP-GU,

c) surat pengesahan dari laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran
atas dana dari UP yang sudah digunakan,

d) Salinan SPD ( Surat Penyediaan Dana ),

e) Draf surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh pengguna anggaran,

serta lampiran-lampiran lain yang mungkin diperlukan.

22 |bid.,



41

2. Alur Prosedur
a. Sub Sistem Penerbitan SPP-GU

1) Berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang telah mencapai jumlah tertentu.
Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani SPP-GU dan Surat
Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) rangkap 3 serta melengkapi
lampiran-lampiran yang diperlukan antara lain Surat Pengantar SPP-GU,
Ringkasan SPP-Gu, Rincian penggunaan Dana GU, Bukti-bukti yang
lengkap dan sah, serta Ipj UP yang telah disahkan.

2) Bendahara pengeluaran menyampaikan SPP-GU dan SPTB yang telah
ditandatangani beserta lampirannya kepada PKK-SKPD

b. Sub Sistem Penerbitan SPM-GU

1) PKK-SKPD menerima SPP-Gu beserta lampirannya diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran, dan mencatat ke dalam register penerimaan SPP.

2) PKK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU

3) PKK-SKPD menverifikasi Bukti pengeluaran yang menjadi lampiran SPP
dan menguji Kesesuaian dengan Surat Pernyataan tanggungjawab Belanja

4) PKK-SKPD memberi cap “TELAH DIVERIFIKASI” pada Bukti yang
telah diverifikasi

5) Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap, palimg lambat 1 (satu) hari
kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD menerbitkan
Surat Penolakan Penerbitan SPM dan menyampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran beserta dokumen pengajuan SPP-GU untuk dilengkapi dan

diperbaiki
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6) PPK-SKPD mencatat surat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam
register Penolakan Penerbitan SPM

7) Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap, dalam jangka waktu 2 hari
kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD menyusun
draft SPM-GU rangkap 4

8) PPK-SKPD menyampaikan Draft SPM-GU, yang menyatakan uang yang
diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Ganti Uang Persediaan

9) Pengguna Anggaran menandatangani SPM-GU

10) PPK-SPKD mencatat penerbitan SPM-GU yang diterima ke dalam
Register Penerbitan SPM.

. Sub Sistem Penerbitan SP2D

1) Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan menerima SPM-GU yang
diajukan oleh Pejabat pengguna Anggaran.

2) Bagian Perbendaharaan biro Keuangan meneliti kelengkapan dokumen
SPM-GU

3) Bagian perbendaharaan Biro Keuangan mendistribusikan SP2D yang telah
terbit :

4) Berdasarkan terbitnya SP2D, bagian Perbendaharaan mencatat dalam
Buku Pembantu Penerbitan SP2D sebanya rangkap 3 (tiga).

. Sub Sistem Pencairan SP2D

1) Bagian Pengelolaan kas Negaramenerima daftar penguji dan SP2D dari

Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan.
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2) Berdasarkan SP2D yang diterima Bagian Pengelola Kas Daerah
Menerbitkan Surat Perintah Transfer Uang (SPTU) kepada Bank yang
sudah dipilih untuk mentransfer uang kepada Rekening Bendahara
Pengeluaran yang tercantum dalam SP2D

3) Mencatat SP2D ke dalam Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas.

4) Bagian Pencairan Dana mengirimkan SP2D Lembar 1 ke Bagian
Akuntansi.

5) Bagian Pengelolaan Kas mengarsip SP2D lembar 2, 3, dan 4.

6) Bank yang sudah dipilih berdasarkan SPTU yang diterima dari bagian
Pengelolaan Kas menstranfer dana dari Rekening Kas Umum Negara ke
Rekening Bendahara Pengeluaran.

H. Mekanismen Pembayaran LS
1. Pengertian Pembiayaan Langsung (LS)

Mekanisme pembayaran LS merupakan pembayaran yang dilakukan
langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar
perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya
melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.?®

Mekanisme pembayaran LS merupakan prosedur pembayaran yang
dilakukan oleh Bendahara Umum Negara KPPN kepada pihak ketiga.
Mekanisme pembayaran LS tidak hanya untuk melakukan pembayaran dengan

menggunakan sistem kontak saja, tetapi dapat dikembangkan untuk pembayaran

23 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Jakarta :
Menteri Keuangan, 2012), N0.190/PMK.05
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langsung kepada pihak ketiga tanpa melalui ikatan pekerjaan dengan sistem
kontrak, seperti pembayaran honor atau untuk pengadaan barang dan jasa sampai
dengan Rp.50 jt sesuai dengan keppres 80 tahun 2003 yang mengatur mekanisme
tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam pengjuan LS terdapat beberapa langkah yaitu pengajuan SPP-LS
dan SPM-LS. Pengertian dari SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PKK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara. Sedangkan
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan
dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada
penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

. Alur Prosedur
a. SPP-LS
Bendahara pengeluran yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan
kegiatan bertugas dalam mengajukan SPP-LS kepada kuasa pengguna
anggaran, yang selanjutnya akan disampaikan kepada pejabat penerbit SPM.
Dalam pengajuan SPP adapun persyaratan yang dibawa haruslah lengkap,
seperti penyertaan bukti asli yang sah dalam rangkap 3 (satu asli dan 2
tindasan) sesuai dengan peruntukan pembayaran.
b. SPM-LS
Dalam penerbitan SPM-LS atas beban APBN dilakukan selambat-
lambatnya satu hari kerja sejak SPP diterima oleh penerbit SPM. Dalam

penerbitan SPM pejabat yang bertugas haruslah memperhitungkan pajak-
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pajak yang timbul dan yang harus dibayar sebagai akibat penegluaran yang
dilakukan.
c. SP2D
Penerbitan SP2D dilakukaan saat Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat
yang ditunjuk menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dilengkapi
dengan Arsip Data komputer berupa soft copy kecuali bagi satker yang masih
menerbitkan SPM secara manual tidak perlu. Keputusan hasil pengujian oleh
seksi perbendaharaan, jika SPM yang disampaikan tidak memenuhi syarat,
maka SPM-LS akan dikembalikan paling lambat satu hari kerja setelah
diterima SPM.
Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu oleh Rahayu, yang berjudul Penerapan Sistem dan
Prosedur Uang Persediaan Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan sistem dan
prosedur uang persediaan pada Badan Perencanaan dan Pengembangan telah
dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.?* Persamaan penelitian dahulu dan
sekarang adalah terletak pada pembahasan tentang sistem prosedur Uang Persediaa.
Sedangkan perbedaannya terletak pada penambahan variabel yaitu GU (Ganti
Uang) dan Pembayaran LS (Langsung).
Penelitian terdahulu oleh Raja, yang berjudul Analisis Penerapan Sistem

Prosedur Uang Persediaan dan Ganti Uang Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota

24 Magfirah S. Rahayu dkk, “Penerpan Sistem dan Prosedur Uang Persediaan Pada Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Selatan ”, Jurnal riset akuntansi
going concern VVolume 2 no 12, 2017
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Ternate Maluku Utara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Dinas pekerjaan
umum kota Ternate telah melaksanakan sistem dan prosedur uang persediaan dan
ganti uang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini digunakan.? Persamaan
penelitian dahulu dan sekarang adalah terletak pada pembahasan tentang sistem
prosedur uang persediaan dan ganti uang persediaan. Sedangkan perbedaannya
terletak pada penambahan variabel prosedur dana langsung.

Penelitian terdahulu oleh Pasuhuk, yang berjudul Evaluasi Sistem dan Prosedur
Uang Persediaan Pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Hasil dari penelitian ini adalah sistem dan prosedur Uang persediaan pada Dinas
lingkungan hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara khususnya dalam prosedur
penerbitan surat penyediaan, belum sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 13
tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, hal ini disebabkan karena
penerbitan SPD seharusnya dilakukan PPKD dalam rangka manajemen kas dan
disiapkan oleh BUD untuk ditangani oleh PPKD.% Persamaan penelitian
terdahulu dan sekarang adalah terletak pada pembahasan tentang sistem dan
prosedur uang persediaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada focus
penelitiaannya dan penambahan variabel yaitu GU (Ganti Uang) dan pembayaran
LS (Langsung)

Penelitian terdahulu oleh Kapoh, yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Sistem

dan Prosedur Uang Pengeluaran Kas Uang Persediaan Pada Dinas Pariwisata dan

% Hady Kharitzah Raja, “Analisis Penerapan Sistem Prosedur Uang Persediaan dan Ganti Uang
Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate”, jurnal EMBA Vol 4 No 3, 2016

% Fita Helena Pasuhuk et al, “Evaluasi Sistem dan Prosedur Uang Persediaan (UP) Pada Dinas
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara”, jurnal riset akuntansi Going Concern vol 3
No 13, 2018
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Kebudayaan Kota Manado. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan
sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan pada Dians Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Manado sudah efektif dan sesuai dengan SE.900/316/BKAD
mencakup fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan
dan uraian teknis prosedur pengeluaran kas.?’ Persamaan penelitian terdahulu dan
sekarang adalah terletak pada pembahasan tentang sistem prosedur uang
persediaan. Sedangkan perbedaannya untuk peneliti terdahulu fokusnya terletak
pada evaluasi prosedur teknis pengeluaran kas sedangkan untuk penelitian sekarang
fokusnya terletak pada prosedur dalam pencairan Uang Persediaan, ganti uang dan
Pembiayaan Langsung.

Penelitian terdahulu oleh Mahmud, yang berjudul Analisis Sistem dan
Prosedur Pengeluaran Kas dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) pada
Dinas Sosial Kota Manado . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem
dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan (UP) pada Dinas Sosial Kota

Manado sudah sesuai dengan SE.900/316/BAKD.?®

27 Iren Tessa Kapoh et al, “Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang
Persediaan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado”, jurnal EMBA Vol 3 No 1,
2015

28 Rahmad Mahmud et al, “Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas dengan
Menggunakan Uang Persediaan (UP) pada Dinas Sosial Kota Manado”, Jurnal EMBA Vol 04 No
02, 2016
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Kerangka Konseptual

—> UP B
_ GU - Pelaksanaan APBN
Sistem Prosedur 1y pada KPPN Blitar

—

Dalam proses pencairan dana akan selalu ada sistem prosedur yang harus
dilaksanakan, adanya sistem prosedur ini akan membantu dalam jalannya proses
pencairan dana supaya konsisiten dalam mencapai tujuan akhirnya.

Dalam penelitian ini sistem prosedur digunakan untuk menjadi pedoman dalam
proses pencairan Uang Persediann, Ganti uang dan Mekanisme Pembiayaan
Langsung, supaya prosesnya selalu berurutan sehingga dapat memperlancar proses

pelaksaan APBN (Anggaran pendapatan belanja Negara) pada KPPN Blitar.



	BAB II
	A. Konsep Dasar Akuntansi
	B. Akuntansi Syariah
	C. Akuntansi Pemerintah
	D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
	E. Sistem dan Prosedur
	F. Uang Persediaan
	G. Ganti Uang Persediaan
	H. Mekanismen Pembayaran LS
	I. Hasil Penelitian Terdahulu
	J. Kerangka Konseptual


